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TENTANG
KEBIJAKAN SEKOLAH RAMAH ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMFPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUEBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Konvensi tentang Halc Hak Analk
mengamanatkan kepada negara-negara peserta atau
yang telah meratifikasinya, tentang pentingnya
pemenuhan hak-hak anek untuk terwujudnya anak
yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta
tanah air.

b. bahwa hal-hal sechagaimana dimaksud pada huruf a,
dapat diwujudkan melalui Sekolah Ramah Anak yang
merupakan bagian integral dari upaya pengembangan
Kabupaten/Kota Layak Anak dimena di dalamnya
termasuk juga pengintegrasian komitmen dan sumber
daya pemerintah, masyarakst, dan dunia usaha yang
terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam
kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin
terpenuhinya hak anal;

¢. bahwa  berdasarkan  pertimbangan scbhagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak tentang Kebijakan Sekolah
Ramah Analk;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
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2. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional {(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang
Pengesahan Mnternational Covenant on Economic, Social
and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-
Hak Ekonomi, Sosial dan Budaye) (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);

4. Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

5, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5063);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang
Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan
Lembaran Negara Republik [ndonesia Nomor 4424);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang
Wajib Belajar {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4863);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun
2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesaia
Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5157);

9, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun
2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran
Negare. Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5410);
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10. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang
Pengesahan Convention on the Rights of the Child
(Konvensi tentang Hak-Hak Anak) (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57);

11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun
2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik
vang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi
Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;

12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang
Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
168);

13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169);

14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang
Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
170);

15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun
2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata;

16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
23 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010
Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar
di Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 464);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG
KEBIJAKAN SEKOLAH RAMAT ANAK.
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Pasal 1

Dealam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1.

Anak adsleh seseorang yang belum berusia 18 (delapan
belas) tahun, termasuk anak yeng masih dalam
kandungan,

Hak Hak Anak merupakan bagian dari hak-hak assasi
manusia vang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi
oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan
negara.

Seckolah Ramah Anak yang sclanjutnya disinglkat SRA
adalah satuan pendidikan formal, nonformal, dan
informal vang amean, bersih dan sehat, peduli dan
berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin,
memenuhi, menghargai hak-hak anak dan perlindungan
anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah
lainnya serta mendukung partisipesi anak terutama
dalam perencanasn, kebijekan, pembelnjaran,
pengawasan, dan rmekaniame pengaduen terkait
pemenuhan hak dan perlindungan enak di pendidikan.
Kahupaten /Kota Layak Anak yvang selanjutnya disingkat
KIL.A adalah kabupaten/kota yang mempunyai sistem
pembangunan berbasis hak anak melalui
pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah,
masyarakat dan dunia usaha yang terencana secarsa
menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan,
program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya
hak anak.

Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif di tingleat
nasional, provinsi, dan Lkabupaten/kota vang
mengkoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan
untuk mewujudkan KLA,

Pasal 2

Dengan Peraturan Menteri ini ditetapkan Kebijakan Sekolah
Ramah Anak sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.
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Pasal 3

Kebijakan Sekolah Ramah Ansk ini dimeksudkan sebagai
acuan bagi pemangku kepentingan termasuk Anak dalamn
mengembangkan SRA sebagai upaya untuk mewujudkan
salah satu indikator KLA.

Pasal 4

{1) Pelaksanaan SRA didasarkan pada indikator-indikator
yvang telah ditetapkan di dalam kebijakan SRA,

{2) SRA merupakan salah satu indikator pada upaya
pengembangan KLA schingga dalam pelaksanaan,
pemantauan, dan evaluasinya saling berkaitan erat
dengan Gugus Tugas KLA.

{3) Pelaksanaan SRA sebagaimanea dimaksud pada ayat (1)
melibatkan sumber daya yang telah ada di dalam satuan
pendidikan tanpa memberiken beban baru bagi satuan
pendidikan terkait dalam penyelenggaraannya.

Pasal 5

(1) Tahapan pengembangan SRA meliputi persiapan,
perencanaan, dan pelaksanaan.

(2) Dalem setiap tahepan sebagaimanea dimaksud pada ayat
(1), tidak hanya melibatkan satuan pendidikan terkait
scrta sumberdaya yang ada di dalamnya namun juga
didukung ocleh pemeriniah, pemerintah daerah,
masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan
lainnya.



